
 

 

 

 

 

 

KEPUTUSAN  

 

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN PURWAKARTA 

 

  NOMOR : HK. 02.01/Kep. 07 -DPRD/2023 

 

TENTANG 

 

PENYEMPURNAAN  

TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN 

PURWAKARTA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI 

KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2022-2042 SESUAI HASIL 

FASILITASI BIRO HUKUM DAN HAM  SEKRETARIAT DAERAH               

PROVINSI JAWA BARAT 

 

PIMPINAN 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  

KABUPATEN PURWAKARTA, 

 

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 

Peraturan Daerah sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 

Hukum Daerah, DPRD bersama Bupati telah 

melaksanakan pembahasan terhadap Rancangan 

Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang 

Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Purwakarta 

Tahun 2022-2042 sesuai Hasil Fasilitasi dari Biro Hukum 

dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat. 
 

 b. bahwa hasil pembahasan terhadap Rancangan Peraturan 

Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu 

Penetapan Pimpinan DPRD yang dituangkan dalam 

bentuk Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten 

Purwakarta. 

 
Mengingat :  1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 
 

  2.  Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 

lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Daerah Tahun 

1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 



 

 

Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten 

Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 
 

  3.  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
 

  4.  Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 

Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah 

Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 

Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6841); 

  5.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara 5234) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 

13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan 

Lembaran Republik Indonesia Nomor 6801); 
 

  6.  Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang 

Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 

tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6573); 
 
 

  7.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 



 

 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6757); 

 

  8.  Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang 

Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 

2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5671 

 

  9.  Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang 

Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5806); 

  10.  Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang 

Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6220); 

  11.  Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 

2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi 

Jawa Barat Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi 

Jawa Barat  Nomor 8, Tambahan 
 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan :   

 

PERTAMA : Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Purwakarta 

Tentang Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah 

Kabupaten Purwakarta sesuai Hasil Fasilitasi dari Biro 

Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat; 

 

KEDUA : Substansi materi Keputusan Pimpinan DPRD tersebut 

pada Diktum PERTAMA di atas tercantum dalam Lampiran 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan 

ini; 

 

KETIGA : Mempersilakan kepada Bupati Purwakarta untuk 

menetapkan Peraturan Daerah dengan mengakomodir 

Lampiran Keputusan ini; 

 

 

 

 

 

 



 

 

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. 

  

       Ditetapkan di Purwakarta 

       pada tanggal,                              

 

   

 

PIMPINAN  

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN PURWAKARTA 

 

KETUA, 

 

ttd 

 

AHMAD SANUSI 

 

WAKIL KETUA WAKIL KETUA WAKIL KETUA 

 

ttd 

 

 

SRI PUJI UTAMI  

 

ttd 

 

 

NENG SUPARTINI P 

 

ttd 

 

 

WARSENO 

         

TEMBUSAN :  

1.  Yth. Bupati Purwakarta;  

2. Yth. Para Ketua Fraksi dan Komisi DPRD Kabupaten Purwakarta. 

                                                     

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           



 

 

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN 

RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA.  

NOMOR : HK. 02.01/Kep. 07 -DPRD/2023 

TANGGAL :        

TENTANG : PENYEMPURNAAN RANCANGAN 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN 

PURWAKARTA TENTANG PERLINDUNGAN 

LAHAN PERTANIAN PANGAN 

BERKELANJUTAN SESUAI HASIL 

FASILITASI BIRO HUKUM DAN HAM 

SETDA PROVINSI JAWA BARAT. 

 

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA 

 

NOMOR  :        TAHUN 2023 

 

TENTANG 

 

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 

2022-2042 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PURWAKARTA, 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang 

Perindustrian sebagaimana telah diubah beberapa kali, 

terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta 

Kerja, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang 

Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Purwakarta 

Tahun 2022-2042; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 

1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta 

dan Kabupaten Subang Dengan mengubah Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 1950 Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan 



 

 

Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 

Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Peraturan Pemerintah Pengganti 

UndangUndang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta 

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6841); 

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang 

Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6573); 

5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang 

Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6841); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah 



 

 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2107 

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang 

Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 207 Nomor 77, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 

tentang Rencana Induk Pembangunan Industri 

Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5671); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 

tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 5806); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 

tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6220); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 

tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 

Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6633); 

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 

Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan 

Industri Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2038 

(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat  Nomor 8, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 226); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 

Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 

2005-2025 (Lembaran Daerah kabupaten 



 

 

Purwakarta Tahun 2008 Nomor 16); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 

Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

(RTRW) Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031 

(Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 

2012 Nomor 11); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 

Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 

2018-2023  (Lembaran Daerah Kabupaten 

Purwakarta Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten 

Purwakarta Nomor 3 Tahun 2021 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 

2019  tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 

2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Purwakarta Tahun 2021 Nomor 3). 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA 

dan 

BUPATI PURWAKARTA 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan  : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA 

PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN PURWAKARTA 

TAHUN 2022-2042. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut daerah 

adalah Daerah Kabupaten Purwakarta. 

2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai 

unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang 



 

 

memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Purwakarta. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 

disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat 

Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah 

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan 

DPRD dalam rangka penyelenggaraan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah 

Kabupaten. 

6. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang 

mengolah bahan baku dan atau memanfaatkan sumber 

daya industri sehingga menghasilkan   barang yang 

mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, 

termasuk jasa industri. 

7. Rencana   Pembangunan   Industri   Kabupaten   

Purwakarta Tahun 2022-2042, yang selanjutnya disebut 

RPIK Purwakarta 2022-2042 adalah dokumen 

perencanaan pembangunan industri di daerah 

Kabupaten Purwakarta untuk periode 20 (dua puluh) 

tahun yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, 

dan program pembangunan industri di Daerah 

Kabupaten. 

Pasal 2 

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah: 

a. Pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan industri 

di Daerah; 

b. Acuan bagi Bupati dalam perencanaan pembangunan 

industri di Daerah; dan 

c. Pedoman bagi masyarakat dalam melakukan kegiatan 

industri di Daerah. 

 

 

 



 

 

BAB II 

RUANG LINGKUP 

Pasal 3 

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah: 

a. Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten; 

b. Industri unggulan, Industri prioritas dan industri 

pendukung Daerah Kabupaten; 

c. RPIK 2022-2042; 

d. Pelaksanaan; 

e. Pembiayaan; 

f.    Pembinaan dan Pengawasan; dan 

g. Pelaporan 

 

BAB III 

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH 

Pasal 4 

(1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya 

bertanggung jawab atas pencapaian tujuan 

pembangunan Industri Daerah. 

(2) Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) meliputi: 

a. Perencanaan program pembangunan Industri; 

b. Pelayanan terpadu perizinan berusaha berbasis risiko 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan; 

c. Program pengendalian izin usaha Industri Kabupaten; 

d. Pengelolaan sistem informasi Industri Nasional; 

e. Penyediaan infrastruktur Industri; 

 

 

 

 



 

 

BAB IV 

INDUSTRI UNGGULAN, INDUSTRI POTENSIAL, DAN 

INDUSTRI PENDUKUNG 

Pasal 5 

 

(1) Industri unggulan terdiri dari industri pangan, industri 

tekstil dan industri pakaian jadi. 

(2) Industri potensial terdiri dari industri barang galian 

bukan logam, industri furnitur, industri kayu, barang 

dari kayu dan gabus (tidak termasuk furnitur) dan 

barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya. 

(3) Industri pendukung terdiri dari industri kertas dan 

barang dari kertas, industri bahan kimia dan barang dari 

bahan kimia, industri karet barang dari karet dan 

plastik, industri kendaraan bermotor, trailer dan semi 

trailer, industri barang dari kulit dan alas kaki, industri 

alat angkut lainnya.  

BAB V 

RPIK 2022-2042 

Pasal 6 

(1) RPIK 2022-2042 disusun dengan sistematika sebagai 

berikut: 

a. BAB I : PENDAHULUAN 

Memuat latar belakang, dasar 

hukum, dan sistematika penulisan 

b. BAB II : GAMBARAN KONDISI DAERAH 

TERKAIT PEMBANGUNAN 

INDUSTRI 

Memuat kondisi daerah, sumber 

daya industri, saranan dan 

prasarana, serta pemberdayaan 

industri kecil dan menengah. 

c. BAB III : VISI DAN MISI PEMBANGUNAN 

DAERAH SERTA TUJUAN DAN 

SASARAN PEMBANGUNAN 



 

 

INDUSTRI DAERAH 

Memuat visi dan misi pembangunan 

Daerah Kabupaten, tujuan 

pembangunan industri Daerah 

Kabupaten, serta sasaran 

pembangunan industri Daerah 

Kabupaten yang mencakup 

pertumbuhan sektor industri, 

kontribusi dan distribusi terhadap 

Produk Domestik Regional Bruto, 

tenaga kerja industri, dan nilai 

investasi sektor industri. 

d. BAB IV : STRATEGI DAN PROGRAM 

PEMBANGUNAN INDUSTRI 

DAERAH KABUPATEN 

PURWAKARTA 

Memuat strategi pembangunan 

industri, program pembangunan 

industri, dan pemberdayaan 

industri kecil dan menengah 

e. BAB V : PENUTUP 

 

(2) Dokumen RPIK 2022-2042 sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan 

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

Pasal 7 

(1) RPIK 2022-2042 ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua 

puluh) tahun. 

(2) RPIK 2022-2042 sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat 

ditinjau kembali 1 (satu) kali setiap 5 (lima) tahun sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

 

 

 



 

 

BAB VI 

PELAKSANAAN 

Pasal 8 

 

(1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap 

pelaksanaan program pembangunan Industri dalam 

RPIK. 

(2) Dalam melaksanakan program pembangunan Industri 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah 

menjalin sinergi dengan Pemerintah Pusat dan dapat 

bekerjasama dengan pemangku kepentingan. 

(3) Penyelenggaraan kerjasama sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) mengacu pada peraturan perundang-undangan 

yang mengatur tentang kerjasama daerah. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sinergi dan kerjasama 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan 

Peraturan Bupati.  

BAB VII 

PEMBIAYAAN 

Pasal 9 

 

Pembiayaan pelaksanaan RPIK serta pembinaan dan 

pengawasan RPIK/ Rencana Pembangunan Industri 

Kabupaten bersumber dari: 

a. Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah; dan 

b. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat. 

 

BAB VIII 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 10 

 

(1) Bupati menyelenggarakan pembinaan, pengawasan, 

monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPIK. 

(2) Pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh 



 

 

Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan 

pemerintahan bidang perindustrian. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan 

dan pengawasan terhadap pelaksanaan RPIK diatur 

dengan Peraturan Bupati. 

 

BAB IX 

PELAPORAN 

Pasal 11 

 

(1) Bupati menyampaikan laporan terhadap pelaksanaan 

RPIK Purwakarta 2022-2042 kepada Gubernur Jawa 

Barat yang tembusannya disampaikan melalui Perangkat 

Daerah yang menangani urusan bidang perindustrian. 

(2) Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) paling sedikit meliputi pertumbuhan  industri, dan 

permasalahan serta langkah-langkah penyelesaian sektor 

industri. 

 

BAB X 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 12 

 

(1) Pelaksanaan RPIK dilakukan dengan mengacu Rencana 

Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta. 

(2) RPIK menjadi pedoman Daerah Kabupaten melalui 

penyelenggaran urusan pemerintahan bidang 

perindustrian. 

 

BAB XI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 13 

 

Peraturan pelaksanaan ini harus ditetapkan paling lambat 1 

(satu) tahun terhitung sejak diberlakukannya Peraturan 

Daerah ini. 

 

 



 

 

Pasal 14 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 

dalam Lembaran Daerah Kabupaten 
 

 

 

Ditetapkan di Purwakarta 

      Pada tanggal,      

 

BUPATI PURWAKARTA, 
 

ttd 
 

ANNE RATNA MUSTIKA 
 

 

 

PIMPINAN  

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN PURWAKARTA 
 

KETUA, 

 

ttd 

 

AHMAD SANUSI 
 

WAKIL KETUA WAKIL KETUA WAKIL KETUA 

 

ttd 

 

 

SRI PUJI UTAMI  

 

ttd 

 

 

NENG SUPARTINI P 

 

ttd 

 

 

WARSENO 

 

 

 

 

 



 

 


